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ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti media telekonferensi, telah
membawa perubahan signifikan dalam tata cara pelaksanaan akad nikah, terutama
selama pandemi COVID-19 atau dalam kondisi tertentu yang menghalangi
pertemuan fisik. Namun, penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah
menimbulkan perbedaan pandangan terkait keabsahan hukum, khususnya dalam
memenuhi syarat ittihad al-majlis. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum
akad nikah menggunakan media telekonferensi dari perspektif Jawatan Kuasa
Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,
dengan fokus pada penerapan teori maslahah mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis-
komparatif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis pandangan
kedua lembaga, sementara teori maslahah mursalah diaplikasikan untuk menilai
sejauh mana akad nikah daring dapat memenuhi kemaslahatan umat tanpa
melanggar prinsip-prinsip syariat. Data primer penelitian ini berupa fatwa dari
Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama, sedangkan data sekunder berupa literatur terkait hukum akad
nikah dan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor
Malaysia membolehkan akad nikah menggunakan media telekonferensi dengan
syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, serta adanya jaminan keamanan hukum
dan administratif. Kebijakan ini didasarkan pada penerapan maslahah mursalah, di
mana akad nikah daring dianggap dapat membawa manfaat besar dalam situasi
darurat atau kesulitan geografis. Sebaliknya, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama menyatakan akad nikah daring tidak sah karena tidak memenuhi syarat
ittihad al-majlis secara fisik. Lembaga ini menilai bahwa kemaslahatan dari
penggunaan media telekonferensi tidak cukup kuat untuk mengesampingkan syarat
kehadiran fisik dalam akad nikah. Perbedaan pandangan ini mencerminkan
perbedaan metode istinbath hukum dan penafsiran maslahah mursalah yang
dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya masing-masing wilayah.

Kata Kunci: Pernikahan, Media telekonferensi, Mashlahah Mursalah, Nahdlatul
Ulama, Jawatan Fatwa Selangor Malaysia



ABSTRACT

The development of communication technology, such as teleconferencing
media, has significantly changed the procedures for conducting marriage
contracts, particularly during the COVID-19 pandemic or under circumstances
that prevent physical meetings. However, the use of teleconferencing media in
marriage contracts raises differing views regarding its legal validity, particularly
in meeting the requirement of ittihad al-majlis (unity of assembly). This study aims
to analyze the legality of marriage contracts conducted via teleconferencing from
the perspectives of the Fatwa Committee of Selangor, Malaysia, and the Bahtsul
Masail Institute of Nahdlatul Ulama, focusing on the application of the maslahah
mursalah theory.

This qualitative research employs a comparative analysis method. A
normative-juridical approach is used to examine the views of both institutions,
while the maslahah mursalah theory is applied to assess the extent to which online
marriage contracts can achieve public benefit without violating the principles of
Islamic law. The primary data consists of fatwas issued by the Fatwa Committee of
Selangor, Malaysia, and the Bahtsul Masail Institute of Nahdlatul Ulama, while
secondary data includes literature on the laws of marriage contracts and the social
changes driven by technological advancements.

The findings indicate that the Fatwa Committee of Selangor, Malaysia,
permits marriage contracts conducted via teleconferencing, provided that the
pillars and conditions of marriage are met and legal and administrative safeguards
are ensured. This policy is based on the application of maslahah mursalah, wherein
online marriage contracts are considered to bring substantial benefits in
emergency situations or geographic difficulties. Conversely, the Bahtsul Masail
Institute of Nahdlatul Ulama declares online marriage contracts invalid because
they do not fulfill the requirement of physical ittihad al-majlis. This institution views
the public benefit derived from teleconferencing insufficient to override the
necessity of physical presence in a marriage contract. These differing views reflect
variations in legal reasoning (istinbath) and interpretations of maslahah mursalah,
influenced by the socio-cultural contexts of each region.

Keywords: Marriage, Teleconferencing Media, Maslahah Mursalah, Nahdlatul
Ulama, Fatwa Committee of Selangor, Malaysia
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.
Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai

berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

= Sa § es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C Ha h ha (dengan titik di bawah)
& Kha Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra R Er

J Zai ¥ Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta t te (dengan titik di bawah)
= Za z zet (dengan titik di bawah)
- "ain y koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

4 Kaf K Ka

J Lam L El

? Mim M Em

8 Nun N En

3 Wau W We

A Ha H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

$ Ya Y Ye




B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

J5 Ditulis Nazzala
3:\-“ Ditulis al-birr
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
EULEN Ditulis hikmah
e Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

sl Y1 Al S

| Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah
ditulis dengan t atau h.

| kil 318 5 Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
# Fathah A a
- Kasrah I i
e Dammah U u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif=a Ditulis istihsan
Oluentil
Fathah + ya mati = a Ditulis unsa




sl
Kasrah + ya mati =7 Ditulis al- ‘alwani
) slall
Dammah + wawu mati = i Ditulis ‘ulum
oo

I.  Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai Ditulis Gairihim
Fathah + wawu mati = Ditulis Qaul
au

Il. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
aill Ditulis a’antum
ey Ditulis u’iddat
Sy Ditulis la’in syakartum

I11. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
oAl Ditulis al-Qur’ an
sl Ditulis al-Qiy as

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

Al N Ditulis ar-Risalah

e luaill Ditulis an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
IV Jal Ditulis Ahl ar-Ra yi
Ll Jal Ditulis Ahl as-sunnah

F. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat alam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.
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yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah momen sakral yang menjadi awal kehidupan baru
bagi pasangan suami istri. Pernikahan bukan hanya untuk kepuasan batin
semata, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dalam Islam. Menikah
merupakan salah satu perintah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan
untuk di lakukan oleh umat muslim agar dapat memiliki keturunan. Dengan
bertambahnya keturunan, populasi umat muslim di dunia akan terus
bertambah, memperkuat komunitas dan penyebaran ajaran Islam.!

Selain itu, pernikahan juga berfungsi untuk menjaga kehormatan diri
dan pasangan. Melalui ikatan pernikahan, suami dan istri dapat saling
menjaga dan mengendalikan diri dari godaan yang tidak sesuai dengan
ajaran agama. Pernikahan membantu dalam mengontrol pandangan dan
perilaku, mengarahkan pasangan untuk tetap setia dan saling menghormati.
Dengan demikian, pernikahan tidak hanya mempererat hubungan emosional
dan spiritual, tetapi juga memperkokoh fondasi moral dalam kehidupan
berkeluarga.

Dalam pelaksanaan pernikahan, terdapat beberapa rukun yang harus
dipenuhi, salah satunya adalah sighat akad nikah yang meliputi ijab dan
gabul. Keabsahan suatu pernikahan sangat bergantung pada ijab gabul yang
diikrarkan oleh calon suami dan wali dari calon istri. Tanpa ijab gabul yang
sah, pernikahan tersebut tidak akan diakui menurut hukum Islam.?

Perkembangan dan kemajuan pesat teknologi informasi dan

komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan

1 Sururiyah Wasiatun Nisa, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam,” Hukum Islam
.vol.21, no.2 (2021).him 10-11.

2 Nur Sultan Al Khulugi Sirait Dan Akmaluddin Syahputra, “Akad Nikah Online Dalam
Perspektif Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 Dan
Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” Jurnal lImu Hukum,
Humaniora Dan Politik, Vol. 4, no. 4 (2024). HIm 661



besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, dengan cara mempermudah
termasuk dalam penyelenggaraan ritual dan ibadah keagamaan.® Salah satu
perkembangan tersebut adalah Menggunakan Media Telekonferensi dalam
melaksanakan akad nikah.

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak Tahun 2020 memaksa
banyak pasangan untuk melangsungkan akad nikah Menggunakan Media
Telekomferensi akibat adanya pembatasan sosial dan karantina wilayah.
Selain pandemi, faktor jarak yang jauh dan situasi darurat seperti bencana
alam atau konflik turut mendorong penggunaan teknologi dalam
pelaksanaan pernikahan. Di Indonesia, beberapa Kantor Urusan Agama
(KUA) mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan akad nikah dilakukan
secara virtual dengan persyaratan yang ketat, termasuk kehadiran saksi dan
wali melalui Media Telekonferensi. dan Malaysia, pernikahan virtual diakui
secara hukum dengan memenuhi syarat melalui platform Menggunakan
Media Telekonferensi.*

Praktik akad nikah menggunakan media telekonferensi telah
menjadi solusi praktis untuk melanjutkan pernikahan di tengah berbagai
pembatasan, seperti pandemi, jarak geografis, atau kondisi darurat lainnya
yang menghalangi pertemuan fisik. Media telekonferensi, seperti Zoom,
Google Meet, atau platform serupa, memungkinkan proses akad nikah
dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh
hukum Islam, seperti adanya ijab dan gabul, saksi, serta wali. Namun,
penggunaan telekonferensi dalam akad nikah juga menimbulkan perdebatan
terkait keabsahan hukum, terutama mengenai terpenuhinya syarat kesatuan
majelis dan kejelasan sighat ijab dan gabul. Oleh karena itu, penting untuk
memahami bagaimana ulama dan otoritas keagamaan menilai praktik ini
dalam konteks modern, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar akad

nikah yang sesuai dengan syariat Islam. Meskipun terdapat tantangan teknis

3 Herdiansah, “Kontroversi Akad Nikah Secara Daring” Vol.5, no. 1 (2024): 8-12.

4 Afifah maharani, “perubahan sosial masyarakat pasca pandemi Covid -19 di askes di
https://www.kompasiana.com/afifahmaharani88/653616d306b56a140f0177b2/perubahan-sosial-
masyarakat-pasca-pandemi-covid-19 pada tanggal 02-juli-2024
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seperti kualitas komunikasi dan kebutuhan akan koneksi internet yang
stabil, penggunaan teknologi ini memungkinkan pasangan untuk tetap
melangsungkan pernikahan mereka. Legalitas pernikahan virtual juga
menjadi perhatian penting, dengan beberapa negara telah mengesahkan
praktik ini selama pandemi, memastikan semua persyaratan hukum
terpenuhi. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial, akad nikah
media telekonferensi mungkin akan terus digunakan dalam situasi tertentu
di masa depan, terutama bagi pasangan yang terpisah jarak atau berada
dalam keadaan darurat.®

Pelaksanaan akad nikah mengunakan media telekonferensi telah
menimbulkan berbagai pandangan mengenai pentingnya kebersamaan
tempat atau majlis dalam hukum islam. Mayoritas ulama, seperti Imam
Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi’i, berpendapat bahwa akad nikah
harus dilakukan dalam satu majelis dengan kesaksian yang didasarkan pada
pendengaran dan penglihatan langsung. Menurut pandangan ini, ijab kabul
yang dilakukan secara tertulis atau melalui surat dianggap tidak sah dan
melanggar hukum. Mereka menekankan pentingnya kehadiran kedua belah
pihak di satu tempat untuk memastikan kesinambungan waktu dalam
pelaksanaan ijab kabul. Proses ijab kabul harus dilakukan sebagaimana yang
diajarkan oleh Rasulullah saw, yaitu dengan lafaz yang sesuai dengan nash,
seperti lafaz nikah atau tazwij, bukan dengan lafaz lain yang disamakan
secara analogis. Sebaliknya, Imam Hanafi memiliki pandangan yang lebih
fleksibel. Menurutnya, kehadiran fisik para pihak di majelis tidak mutlak
diperlukan. Imam Hanafi berpendapat bahwa ijab kabul dapat dilakukan
melalui surat, asalkan pernyataan dalam surat tersebut dibacakan di depan

saksi dan segera dijawab oleh masing-masing pihak.®

5 Mahardika Putera Emas ,“Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan
Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” Batulis Civil Law Review Vol.. no. 1 (2020) him.68.
6 Muh Zul Fauzan dkk," Studi Analisis Terhadap Pendapat Empat Madzhab Mengenai
Akad Nikah Melalui Media”. Jurnal Jemikiran Sosial Dan Keagamaan. vol. 2 No.1. 2024.him 65-
66



Pandangan otoritas keagamaan memiliki peran penting dalam
memberikan fatwa terkait isu ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah
mengeluarkan fatwa mengenai keabsahan hukum akad nikah secara daring
atau menggunakan media telekonferensi. Berdasarkan hasil ijtima ulama,
hukum akad nikah mengunakan media telekonferensi (nikah daring)
dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat ijab gabul. Syarat tersebut
meliputi adanya wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi yang
dipastikan terhubung secara virtual, baik suara maupun gambar, serta akad
nikah dilakukan dalam waktu yang sama (real time). Selain itu, harus ada
jaminan pengakuan dari pemerintah terkait pelaksanaan akad nikah daring
tersebut.’

Dalam konteks hukum perkawinan, baik di Indonesia maupun
Malaysia, terdapat kesamaan dalam pengaturan mengenai pencatatan
perkawinan yang menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Menurut
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Indonesia, perkawinan diartikan
“sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang
bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa
perkawinan tidak hanya bersifat keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi
spiritual dan ibadah yang erat kaitannya dengan agama yang dianut oleh
masing-masing individu. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, ditegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan
sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta harus
dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memperoleh
pengakuan resmi melalui KUA dan surat nikah.®

Sementara itu, di Malaysia, pencatatan perkawinan diatur dalam
Akta 303 yang mengharuskan pasangan untuk mendaftarkan pernikahan

mereka dalam waktu enam bulan setelah akad nikah. Ketentuan ini

7 Komisi Fatwa MUI, “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIl Tahun
2021,” Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021, 1-120.

8 Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam (bandung:Citra Umbara,2013),him.2.



mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum untuk
menjaga kepastian hukum bagi individu yang terlibat dalam pernikahan.
Dalam hal ini, sanksi bagi pelanggaran pencatatan perkawinan, baik berupa
denda maupun hukuman penjara, menunjukkan bahwa negara memberikan
perhatian serius terhadap integritas hukum dalam institusi perkawinan.
Dengan demikian, pemahaman mengenai regulasi pencatatan perkawinan di
kedua negara ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembahasan hukum
akad nikah menggunakan media telekonferensi, terutama dalam perspektif
Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Fatwa Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa
praktik akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan media
telekonferensi tetap memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku, baik dari
segi keabsahan agama maupun pencatatan yang diperlukan untuk
perlindungan hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari
pernikahan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada Jawatan kuasa Fatwa
Negeri Selangor Malaysia, dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
dalam menetapkan fatwa mengenai hukum akad nikah menngunakan media
telekonferensi, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia memiliki
otoritas untuk mengeluarkan fatwa mengenai isu-isu agama islam yang
relevan dengan masyarakat Selangor. Fatwa yang di keluarkan adalah
panduan untuk umat islam dalam menjani kehidupan sesuai dengan ajaran
islam dalam penetapkan hukum yaitu berdasarkan Al-quran, Hadis, Ijma’
dan Qiyas mereka memastikan bahwa fatwa yang di keluarkan sesuai
dengan prinsip prinsip syariah, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor
berfungsi sebagai badan konsultatif bagi pemerintah negeri dalam hal hal
yang berkaitan dengan hukum islam.® Mereka memberikan pandangan dan
nasehat mengenai kebijakan atau tindakan yang di ambil oleh pemerintah
yang berhubungan dengan agama adapun keputusan dari fatwa mengenenai

° Isa Ansori. “Kedudukan Fatwa Di Bebrapa Negara Muslim (Malaysia, Brunai
Darussalam Dan Mesir)", Analisis Jurnal Studi Keislaman, Vol 17, No. 1 (2017). him 142-144.



hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi adalah sah apabila
selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun
dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan majlis fatwa dan
majlis agama tentang hukum islam, maka pernikahan tersebut di hukumi
sah. Hal ini di kuatkan dengan syarat syarat yang sudah di tentukan dalam
fatwa tersebut.

Berbeda dengan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, fatwa yang
dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menyatakan
bahwa hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi tidak sah.
Fatwa ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, salah satunya adalah
bahwa pernikahan yang dilakukan melalui perangkat elektronik seperti
ponsel atau alat elektronik lainnya tidak memenuhi syarat untuk
pelaksanaan akad nikah secara langsung. Dalam akad nikah, disyaratkan
bahwa wali, pengantin pria, dan kedua saksi harus dapat melihat dan
mendengar suara satu sama lain secara langsung. Lafadz akad nikah harus
jelas, sedangkan pernikahan melalui daring ini dianggap tidak memenuhi
kriteria tersebut karena tergolong samar.°

Dari keputusan fatwa yang telah di paparkan di atas dapat di ketahui
bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum akad nikah melalui
media telekonferensi atau vidio comperence yang mana perbedaan tersebut
terdapat pada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan pendapat
Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama atas dasar tersebut penulis
tertarik untuk malakukan penelitian terhadap hal ini. Maka berdasarkan latar
belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “Hukum
Akad Nikah Menggunakan Media Telekonfernsi Perspektif Jawatan
Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama”.

10 Ahamad Muntaha, Hukum Akad Nikah Via Video Call Karena Pandemi, diakses di
https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-
pandemi6hRjxhttps://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-
pandemi-6hRjx pada 03,Juli, 2024.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan
masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Jawatan
Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Fatwa Lembaga Bathsul
Masail Nahdatul Ulama dalam menetapkan hukum akad nikah
menggunakan media telekonferensi ?

2. Apa penyebab terjadinya perbedaan fatwa yang di keluarkan oleh
Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Fatwa Lembaga
Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam menetapkan hukum akad nikah

menggunakan media telekonferensi ?

C. Tujuan dan kegunaan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka
tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh
Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan Fatwa Lembaga
Bahtsul Masail Nahdatul Ulama dalam menetapkan hukum akad nikah
menggunakan media telekonferensi.

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam Fatwa yang di
keluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia Dan

Fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdatul Ulama.

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka kegunaan penelitian

ini sebagai berikut:

1. Secara praktis
a. Penelitian ini dapat memberikan bahan referensi dalam menyikapi
masalah akad nikah via internet atau akad nikah menggunakan
media telekonferensi yang berada di lingkungan masyarakat

lingkungan secara umum



b. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman Kita tentang
bagaimana fatwa-fatwa tersebut dapat diterapkan dalam konteks
sosial dan hukum yang lebih luas.

2. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya keilmuan khususnya
pada persoalan hukum akad nikah menggunakan media telekonferensi.
D. Telaah Pustaka
Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa
literatur yang berupa jurnal, ataupun skripsi dan tesis yang membahas
terkait hukum akad nikah via online atau bisa di sebut dengan akad nikah
menggunakan media telekonferensi dan yang berkaitan dengan penelitian
ini adalah sebagai berikut:
Skripsi yang ditulis oleh Ricki Ahmad Faisal Mukhtar yang berjudul
“Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara
Huzaimah Tahiyo Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh)” menggunakan
metode penelitian kepustakaan untuk mengkaji karya Huzaimah Tahiyo
Yanggo dan M.A. Sahal Mahfudh terkait akad nikah melalui media
telekomunikasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa sanya menurut
Huzaemah Tahiyo Yanggo, akad nikah melalui telekomunikasi hukumnya
sah. la berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah dapat lebih dari dua
orang, sehingga memungkinkan pembagian saksi di dua tempat majelis
tanpa menghilangkan urgensi kesaksian serta pencatatan perkawinan.
Sebaliknya, M.A. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah melalui
telekomunikasi tidak sah, karena ia menganggap akad nikah sebagai
peristiwa yang sangat sakral dan berbeda dengan akad lainnya. Menurut
M.A. Sahal Mahfudh, penggunaan media telekomunikasi atau alat
komunikasi lainnya masih diragukan. la menegaskan bahwa pernikahan
harus dilaksanakan dengan baik dan sakral, serta tidak dapat memberikan
jaminan sebagai pembuktian pernikahan melalui media tersebut. Kedua
tokoh ini menitikberatkan pada kesatuan dalam majelis (ittihad al-majlis)

dalam pelaksanaan akad nikah serta menyoroti peran saksi/kesaksian.



Menurut Huzaemah Tahiyo Yanggo, pembagian saksi di dua tempat majelis
masih memenuhi syarat, sementara M.A. Sahal Mahfudh menolak
keabsahan akad nikah melalui telekomunikasi karena tidak dapat
memastikan validitas dan sakralitas peristiwa tersebut.!!

Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Elva Nahda Lahuri yang
berjudul “ tinjauan hukum islam terhadap nikah online pada masa pendemi
covid-19”. Dalam penelian ini penulis menngunakan metode penelitian
pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan penelitian
teologi nurmative (hukum islam) dalam skripsi tersebut dapat memberikan
kesimpulan bawa hukum melakukan akad nikah secara online di nyatakan
tidak sah menurut sebagian ulama hususnya pendapat dari ulama madzhab
syafi’ie kerena pelaksanana ijab kabul harus di laksanakan dalam satu majlis
(ittthadul majelis) yang bermakna ittihad al-zaman (satu waktu), ittihad al-
makan (satu tempat) dan ittihad al-haiah ( satu posisi). Apabila ijtihad al-
majlis menjadi syarat dari sahnya jual beli, maka artinya ijab dan gabul
harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan,
maka dari itu kahadiran wali nikah dalam satu majlis dan satu waktu
menjadi salah satu keabasahhan dalam melaksanakan pernikahan. Bahkan
apabila keadaan dari pihak wali dalam penahanan seperti contoh masih
proses penanganan karantina karena telah terpapar virus corona maka akad
nikah bisa di lakaksanakan dengan cara di wakilkan.?

Skripsi yang ditulis oleh Makmun Murod yang berjudul “Pandangan
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta Tahun 2022
tentang Praktik Nikah Online (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang
No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan)” skripsi ini menggunakan metode
penelitian lapangan dengan pendekatan normatif yuridis serta metode

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Pengurus

11 Ricki Ahmad F.M, “ Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan
Antara Pendangan Huzaimah Tahido Yongga Dan M. A Sahal Mahfudz), Skripsi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ,(2017).

12 Muhammad Elva N. L, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa
Pandemi COVID-19), skripsi ,Institutut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022).
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Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta mengenai praktik nikah online
terbagi menjadi dua bagian. Pandangan pertama menyatakan bahwa nikah
online tidak sah karena mengacu pada pengertian ijtihad al-majlis yang
mensyaratkan kesatuan tempat dan waktu secara fisik saat akad nikah,
sesuai dengan madzhab Syafi'iyah. Pandangan kedua menyatakan bahwa
nikah online sah berdasarkan madzhab Hanafi, yang mengartikan ijtihad al-
majlis sebagai kesatuan waktu tanpa harus berada di tempat yang sama.
Menurut PCNU Yogyakarta yang merujuk pada Undang-Undang No. 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan, nikah online sah berdasarkan Pasal 2 ayat
(1) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, Pasal 2 ayat (2)
menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.*®

Artikel yang di tulis oleh Taufig, Amin, Ahmed, & Idrees dengan
judul” pernikahan daring dalam perspektif fiqih nawazil” dalam penelitian
ini penulis menggunakan menerapkan pendekatan normatif dan konseptual
untuk menganalisis fenomena pernikahan daring dari perspektif figih
nawazil. Penelitian ini mengklasifikasikan masalah hukum kontemporer
dan mafsadat dalam konteks hukum Islam. Selain itu, penulis juga
melakukan analisis terhadap fatwa-fatwa yang ada dan mempertimbangkan
perubahan sosial yang mempengaruhi pandangan para ulama. Hasil dari
penelitian terkait adalah Pernikahan daring dapat dianggap sah dalam
konteks figih nawazil, dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh syariat Islam. Penulis menekankan pentingnya mempertimbangkan
maslahat dan mafsadat dalam setiap fatwa yang dikeluarkan, serta perlunya
penyesuaian dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pernikahan

13 Makmun Murod “Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota
Yogyakarta Tahun 2022 Tentang Praktik Nikah Online (A nalisis Hukum Islam Dan Undang-
Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) Skripsi Uneversitas Islam Negeri Sunan Kali
Jaga Yogyakarta, (2022).
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daring dapat menjadi alternatif yang valid dalam situasi tertentu, meskipun
masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini.!*

Avrtikel yang ditulis oleh Abdul Hakim dan Bagus Haziratul Qodsiah
berjudul "Pernikahan Daring Selama Pandemi Covid-19: Sebuah Studi
tentang Fatwa Mesir, Irak, Suriah, dan Arab Saudi”. mengkaji fenomena
pernikahan daring selama pandemi COVID-19 dengan pendekatan
kualitatif melalui metode studi pustaka. Mereka menganalisis berbagai
sumber figih, fatwa, dan literatur relevan dengan pendekatan komparatif
pandangan ulama mengenai keabsahan pernikahan daring serta kajian
sosio-legal. Penelitian ini mempertimbangkan magshid al-shari'a atau
tujuan-tujuan syariah dalam setiap praktik hukum Islam. Pernikahan daring
muncul sebagai respons terhadap pembatasan sosial selama pandemi,
menjadi suatu alternatif bagi pasangan yang terhalang oleh larangan
berkumpul. Pandangan ulama terbagi menjadi dua kelompok pertama
menganggap pernikahan daring sah karena teknologi dapat memenuhi
syarat akad nikah seperti kehadiran wali dan saksi, dan pertemuan virtual
dapat dianggap sebagai ittiha al-majlis.

Kelompok kedua menolak pernikahan daring dengan alasan tidak
adanya ittiha al-majlis secara fisik dan potensi manipulasi komunikasi.
Perbedaan pandangan ini tercermin dalam fatwa di negara-negara Muslim,
Mesir mendukung pernikahan daring dengan syarat tertentu, sementara
Arab Saudi menolak praktik tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya
mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tujuan syariah dalam
memahami pernikahan daring selama pandemi, memberikan wawasan
berharga bagi kajian hukum Islam kontemporer dalam situasi darurat.®

Artikel yang ditulis oleh Erika Nurrohmah Shobaikah, Yandi
Maryandi, dan Fahmi Fatwa Rasyadi berjudul “Studi Komparatif Nikah
Online Menurut Madzhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanafiyah”. Artikel ini

14 Muhammad Taufiq Dkk, “Hukum Islam Jurnal Pernikahan Daring Dalam Perspektif
Fiqih Nawazil,” Jurnal Hukum Islam 21, no. 1 (2023): 29-54.

15 Abdul H, Bagus H, Q. “Pernikahan Daring Selama Pandemi Covid-19: Sebuah Studi
Tentang Fatwa Di Mesir, Irak, Suriah, Dan Arab Saudi”, AL-Adalah, Vol. 19, 1,(2022)
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menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data
melalui studi pustaka. Kesimpulan dari artikel ini menyatakan bahwa dalam
hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila rukun dan syarat-syarat
nikah telah terpenuhi. Menurut pandangan Madzhab Syafi’iyah, akad nikah
harus dilakukan secara berkesinambungan, yang berarti setelah wali nikah
mengucapkan ijab, calon suami harus segera mengucapkan kabul dalam
satu majlis atau tempat yang sama, sehingga kehadiran fisik kedua belah
pihak dalam satu majlis merupakan syarat mutlak bagi keabsahan akad
nikah. Sementara itu, Madzhab Hanafiyah memiliki pandangan yang lebih
fleksibel, dimana pernikahan tetap dapat dianggap sah meskipun terdapat
perbedaan tempat atau majlis antara wali nikah dan calon suami, sehingga
kehadiran fisik di satu tempat tidak menjadi syarat mutlak selama ijab dan
kabul dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan rukun dan syarat-
syarat pernikahan.*®

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian
yang disebutkan di atas adalah bahwa penelitian ini menggunakan variabel
yang berbeda, yaitu melibatkan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor
Malaysia dan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama. Penelitian ini
secara khusus menganalisis fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kedua
lembaga tersebut, yang memiliki peran penting dalam memberikan panduan
hukum Islam di wilayah masing-masing. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri
Selangor Malaysia bertanggung jawab atas penerbitan fatwa di Negeri
Selangor, sementara Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama berperan
dalam memberikan solusi atas masalah-masalah keagamaan yang dihadapi
oleh umat Islam di Indonesia. Dengan melibatkan kedua lembaga ini,
penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih luas dan mendalam

mengenai bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan menggunakan

6 Erika nurrohmah Shobaikah, Yandi Maryandi, and Fahmi Fatwa Rosyadi, “Studi
Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi’iyah Dan Mazhab Hanafiyah,” Bandung
Conference Series: Islamic Family Law 2, no. 1 (2022).
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media telekonferensi dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang
berbeda.
E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori teori yang relevan dengan masalah
yang penulis teliti yang bisa menjelaskan variabel yang penulis akan
teliti.landasan teori di gunakan untuk menjawab dasar dari rumusan masalah
yang di ajukan serta sebagai intrumen penelitian.!’

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum Islam,
yaitu masllahah mursalah. Secara umum, mas/ahah dapat diartikan sebagai
sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sementara mursalah berarti sesuatu
yang terbebas atau lepas. Dengan demikian, maslahah mursalah dapat
diartikan sebagai upaya mendatangkan kebaikan yang tidak terikat oleh
keterangan khusus yang menunjukkan kebolehan atau ketidakbolehan
dalam ketentuan hukum.*8

maslahah mursalah merupakan konsep penting dalam hukum Islam
yang memiliki berbagai pandangan dari para ulama. Menurut Al-Ghazali
maslahah mursalah adalah konsep yang berfokus pada upaya menarik
kemanfaatan dan menolak mudarat dalam hukum Islam, yang berkaitan erat
dengan tujuan-tujuan syariat (Maqosidussyariah) seperti menjaga agama,
jiwa, akal, kelestarian manusia, dan harta benda. Imam Al-Ghazali membagi
maslahah menjadi tiga kategori: pertama, maslahah yang dibenarkan oleh
syara’; kedua, mas/ahah yang tidak dibenarkan oleh syara' (ditolak); dan
ketiga, maslahah yang tidak memiliki justifikasi oleh syara' dan juga tidak
ditolak. Dalam penerapannya, al-Maslahat al-Mursalah harus sesuai dengan
dalil hukum Islam, tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadith,

serta memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bersifat qothi dan dapat

7 Dominikus Dolet U, Metode Penelitian Kuantitatif, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit
Universitas Katolik Indonesia.

8Ahda bina.“Maslahah Mursalah: pengertian contoh macam syarat kedudukan,
https://www.ahdabina.com/maslahah-mursalah-pengertian-contoh-syarat-dan-kedudukan/ di akses
pada tanggal 15 juli 2024.


https://www.ahdabina.com/maslahah-mursalah-pengertian-contoh-syarat-dan-kedudukan/
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menggunakan yang dzonni dalam menjawab problematika hukum yang
khusus.®

Amir Syariuddin mengklasifikasikan masiahah mu tabarah menjadi
dua kategori: Munasib Muaststir, yang memiliki petunjuk langsung dari
nash, dan Munasib Muallim, yang relevan meskipun tidak memiliki
petunjuk langsung. Pandangan ini menunjukkan bahwa maslahah tidak
hanya berfungsi sebagai prinsip kebaikan, tetapi juga sebagai alat untuk
menilai relevansi hukum dalam konteks yang lebih luas.

Di sisi lain, Al-Thufi dan Al-Qaradhawi memberikan perspektif
yang berbeda mengenai penerapan maslahah mursalah. Al-Thufi
berargumen bahwa mas/ahah dapat berfungsi sebagai metode yang kuat
dalam hukum Islam, bahkan dapat menggantikan posisi nash dalam
beberapa keadaan, dengan catatan melalui proses takhsis dan bayan.
Sebaliknya, Al-Qaradhawi menekankan bahwa maslahah mursalah tidak
dapat menggantikan posisi nash sebagai hujjah, kecuali dalam keadaan
darurat. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika dalam
interpretasi hukum Islam dan menunjukkan bagaimana maslahah mursalah
dapat diterapkan dalam konteks yang beragam.?

Berdasarkan pendapat ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa maslahah mursalah adalah sesuatu yang membawa kebaikan atau
manfaat serta menghindarkan kerusakan bagi manusia. Mas/ahah ini tidak
dijelaskan dalam bentuk nash tertentu dan tidak bertentangan atau
mengabaikannya.

Pernikahan menggunakan media telekonferensi adalah bentuk
pernikahan di mana prosesi ijab kabul dilakukan dengan bantuan teknologi
komunikasi jarak jauh, seperti telekonferensi atau aplikasi media

telekonferensiyang terhubung melalui internet. Dalam praktik ini, mempelai

19 M. najich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al- Ghazali
Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum
Dan Pendidikan, Vol. 07 no. 1 (2022): 103.

20 M.Usman, “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Persspektif Al-thufi
Dan Al-Qaradhawi”, Jurnal Hukum Islam Dan Penata sosial Islam, Vol :08, NO: 1, 2020.



15

pria, mempelai wanita, wali, dan saksi tidak berada di satu tempat yang
sama secara fisik, melainkan saling berinteraksi melalui perangkat
elektronik yang menampilkan visualisasi kedua belah pihak. Pernikahan
menggunakan media telekonferensi memunculkan isu hukum yang
berkaitan dengan ittihad al-majlis, yaitu persyaratan kesatuan tempat dan
waktu dalam pelaksanaan akad nikah, yang menjadi salah satu syarat
penting untuk memastikan keabsahan akad tersebut dalam pandangan
hukum Islam..?

Konsep ittihad al-majlis ini menjadi salah satu tantangan dalam
penerapan maslahah mursalah. maslahah mursalah berfungsi sebagai
instrumen untuk menilai relevansi dan kelayakan suatu praktik hukum baru
yang tidak memiliki dalil spesifik dalam nash. Dalam hal ini, pernikahan
online, sebagai fenomena kontemporer, membutuhkan penilaian ulang dari
perspektif maslahah. Para ulama yang mendukung pernikahan online
cenderung melihat aspek kemaslahatan yang dihasilkan, seperti kemudahan
akses dan fleksibilitas dalam situasi darurat, dengan catatan bahwa prinsip-
prinsip dasar syariah tetap terjaga.??

Dalam kajian maslahah mursalah, penting untuk menimbang apakah
kemudahan yang diberikan melalui pernikahan menngunakan media
telekonferensi ini sesuai dengan syarat-syarat maslahah, seperti bermanfaat
bagi masyarakat luas, tidak bertentangan dengan syariat, serta bersifat
universal dan berkelanjutan. Jika terpenuhi, maka konsep maslahah
mursalah dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melegalkan
pernikahan online atau media telekonferensi. Namun, jika bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah atau menimbulkan mudarat, maka

penerapannya dapat dipertimbangkan kembali.

2l Kenny Wiston, “ Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi Pencatatannya
https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi pencatatannya/,”
di akses pada tanggal 26 juli 2024.

2 Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum,” Jurisprudentie Jurusan llmu
Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): hal .,174.
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Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana teori
maslahah mursalah diaplikasikan dalam konteks pernikahan menggunakan
media telekonferensi, serta sejauh mana kemaslahatan yang dihasilkan
sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ini
juga akan mencakup kajian terhadap pandangan ulama mengenai ittihad al-
majlis dan implikasinya terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan

secara virtual.

F. Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian
kualitatif digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau
kelompok serta fenomena sosial dalam kondisi ilmiah (natural) baik dalam
bentuk lisan maupun tulisan. Secara sederhana, penelitian kualitatif
bertujuan untuk mengungkapkan fenomena secara holistik dan kontekstual
melalui pengumpulan data dari latar alami dengan menjadikan peneliti
sebagai instrumen utama.?®> Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki
pengetahuan teoritis yang mendalam dan pemahaman yang luas agar
mampu mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan mengkonstruksi objek
penelitian dengan lebih jelas.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat analisis-komparatif. Yaitu penelitian yang
bertujuan untuk menjelaskan peristiwa yang diteliti secara sistematis
dengan data yang akurat?*. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan serta
menganalisis terkait hukum akad nikah melalui media telekonferensi
perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan fatwa lembaga

bathsul masail nahdlatul ulama.

2 M. Sobry and M.Pd.I Prosmala Hadisaputra, Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif,
(Bandung:PT.RemajaRosdaKarya,2020,http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._
ZA 2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf.

24 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-yuridis. Pendekatan normatif di gunakan untuk menganalisis
norma-norma hukum agama yang terdapat dalam AL-Quran, hadis fatwa
ulama, serta hukum adat dan perspektif hukum yang terkandung di
dalamnya. Pendektan yuridis nurmatif di gunakan untuk meneliti sistem
hukum.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi
dokumentasi, dengan cara meneliti sember-sember yang tertulis seperti
buku, laporan,catatan harian, nutulensi, dan lain sebagainya.yang dapat
memcantumkan data atau ketrangan yang di gunakan oleh peneliti.®studi
dokumentasi biasa di sebut studi kepustakaan, karena menelaah dokumen
kepustakaan.untuk demikan maka dalam penelitian ini menggunakan
lembar keputusan dari fatwa jawatan kuasa lembar keputusan jawatan kuasa
fatwa negeri selangor malaysia dan fatwa lembaga bathsul masail nahdlatul
ulama tentang hukum akad nikah online.
a. Sumber Data Primer
Adapun sumber data utama pada peneliian ini adalah Fatwa Negeri
Selangor Malaysia dan fatwa Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul ulama.
b. Sumber Data Sekunder
Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku,
jurnal, atau website yang terkait dengan hukum akad nikah melalui media
telekonferensi perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan

lembaga bathsul masail nahdlatul ulama.

G. Analisis Data
Analisis data ialah rentan aktivitas yang dikerjakan oleh penulis

setelah data terakumulasi, yang diperoleh sedemikian rupa untuk

% Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan
Kalijaga, 2021), him. 114
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mendapatkan  kesimpulan.?®  Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan deskriptif-komparatif dengan teknik pengumpulan data dan
studi dokumen. Penelitian ini didasarkan pada lembar keputusan jawatan
kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan fatwa lembaga bathsul masail
nahdlatul ulama terkait hukum akad nikah melalui media telekonferensi
perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga
bathsul masail nahdlatul ulama. Dalam penggunaan pendektan studi
komparatif  ini penulis mencoba memahami dan menjelaskan, dan
menganalisis menggunakan teori maslahah mursalah terkait apa penyebab
terjadinya perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut dalam
mengeluarkan fatwa dari hukum akad nikah melalui media telekonferensi
perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga

bathsul masail nahdlatul ulama.

. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, guna memudahkan dalam
memberikan gambaran dan penjelasan terkait hukum akad nikah melalui
media telekonferensi perspektif jawatan kuasa fatwa negeri selangor
malaysia dan lembaga bathsul masail nahdlatul ulama., maka penulis
menjadikan skripsi ini memnjadi lima bab pembahsan. Adapun sistematika
penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang apa
yang melatar belakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan
peneliti terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, berisi kerangka teori dan konsep dasar yang menjelaskan
tentang maslahah mursalah. Dalam bab ini mencakup mengenai

pembahasan pengertian maslahah mursalah, dasar maslahah mursalah,

% Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, him 121.
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macam-macam maslahah mursalah, pemikiran ulama tentang maslahah
mursalah

Bab ketiga, pengertian perkawinan secara umum, dasar hukum
perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum akad nikah via media
telekonferensi menurut ulama 4 madzhab, Hukum akad nikah via media
telekonferensi menurut jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia,Profil
jawatan kuasa fatwa negeri selagor malaysia, Sejarah dan fungsi jawatan
kuasa fatwa negeri selagor malaysia dan Lembaga Bathsul Masail
Nahdlatul Ulama, Sejarah visi misi dan tujuan pembentukan jawatan kuasa
negeri selangor malaysia, Hukum akad nikah via media telekonferensi
menurut lembaga bathsul masail nahdlatul ulama, Profil Lembaga Bathsul
Masail Nahdlatul Ulama, Metode instinbath hukum lembaga bathsul masail
nahdlatul ulama.

Bab ke empat, berisi tentang analisis terhadap pandangan jawatan
kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga bahtsul masail nahdlatul
ulama tentang penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara jawatan
kuasa fatwa negeri selangor malaysia dan lembaga bahtsul masail nahdlatul
ulama mengenai hukum akad nikah menngunakan via media telekonferensi
serta metode istinbaht hukum jawatan kuasa fatwa negeri selangor malaysia
dan lembaga bahtsul masail nahdlatul ulama.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
berisipoin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan

masalahyang diangkat. Kemudian saran yang berisi ususlan maupun kritik penulis

terhadappenelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai hukum akad nikah
menggunakan media telekonferensi dalam perspektif Jawatan Kuasa Fatwa
Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Metode Istinbath Hukum
Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia dan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan pendekatan yang berbeda
dalam menetapkan hukum terkait akad nikah menggunakan media
telekonferensi. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor menggunakan
pendekatan fleksibel dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan
kebutuhan masyarakat modern. Keabsahan akad nikah daring diakui dengan
syarat seluruh rukun nikah terpenuhi, termasuk adanya wali, saksi, dan ijab
kabul yang dilakukan secara real-time dengan koneksi yang jelas.
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih berpegang pada
prinsip ittihad al-majlis dalam pengertian tradisional, yaitu kesatuan tempat
dan waktu secara fisik. Oleh karena itu, akad nikah melalui media
telekonferensi dinyatakan tidak sah karena dianggap tidak memenuhi unsur
kehadiran fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan ijab kabul.
2. Perbedaan Pandangan Hukum
Perbedaan pandangan ini timbul dari metode istinbath yang
dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di masing-masing wilayah.
Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia melihat media
telekonferensi sebagai alternatif yang memenuhi kemaslahatan dalam
situasi tertentu, seperti jarak jauh atau pandemi. Sebaliknya, Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menilai bahwa akad nikah yang tidak
dilakukan dalam satu majlis fisik tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan,
sehingga tetap mengedepankan pelaksanaan akad secara langsung.

67
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3. Penerapan Konsep Maslahah Mursalah

Kedua lembaga sama-sama menggunakan konsep maslahah
mursalah sebagai dasar pertimbangan hukum, namun penerapannya
berbeda. Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia memandang
bahwa penggunaan teknologi dalam akad nikah dapat membawa
kemaslahatan besar bagi masyarakat modern, asalkan tidak melanggar
prinsip-prinsip dasar syariat. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
lebih menekankan pada kehati-hatian dalam menjaga kesucian akad nikah
dengan tidak mengadopsi praktik yang dianggap meragukan, terutama
dalam konteks sakralitas dan kesatuan majlis.

Penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah mencerminkan
kebutuhan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan teknologi.
Meski ada perbedaan pandangan, fenomena ini menunjukkan pentingnya
fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman tanpa
mengurangi nilai-nilai dasarnya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai
bahan pertimbangan: Pertama bagi para akademisi penelitian ini bermanfaat
untuk menjawab problematika terkait hukum akad nikah nikah melalui video
call yang menjadi pro-kontra di kalangan masyarakat. Kajian hukum ini
dilandaskan pada asas pemberian pertimbangan dan kemudahan dengan
pendekatan ushul fikih berupa maslahah al-mursalah. Kedua untuk para
segenap pembaca, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan keilmuan terkait akad nikah melalui video call dan menjadi panduan
untuk bahan pertimbangan. Sehingga pembaca dapat memahami dengan bijak
dalam penerapan hukum pernikahan melalui video call dalam kehidupan
bermasyarakat. Ketiga penelitian ini masih memuat banyak sekali kekurangan
sehingga diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam terkait
pernikahan melalui video call dengan permasalahan yang lebih kompleks dan

melengkapi kekurangan penelitian ini.
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